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PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara
yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil
Negara dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berbuat
jujur, adil, terbuka dan akuntabel;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) di Lingkungan
Instansi Pemerintah serta dalam rangka pembangunan
integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan
serta pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah /Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1950 Nomor 495) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);



. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Repubtik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



Menetapkan

10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah;

12.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 3);

13.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kota Surabaya.

Walikota adalah Walikota Surabaya.
Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.



10.

(1)

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai ASN Pemerintah Kota
Surabaya

Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta
kekayaan ASN yang tertuang dalam suatu aplikasi system
entry data harta kekayaan yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan harta kekayaan
yang dimiliki Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya.

Sistem harta kekayaan yang selanjutnya disingkat SiHarka
adalah suatu aplikasi sistem entry data harta kekayaan
berbasis online dan diakses melalui website Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dengan alamat https://siharka.menpan.go.id.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang
melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mencegah ASN
dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk membangun
integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan
berwibawa.

BAB III
WAJIB LHKASN
Pasal 3
Seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN.

Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dikecualikan dari
kewajiban menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).


https://siharka.menpan.go.id/

(1)

(2)

BAB IV
PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 4

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui
aplikasi SiHarka.

Penyampaian LKHASN selain melalui aplikasi SiHarka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN juga
menyampaikan kepada Inspektorat dengan dilampiri surat
pernyataan yang ditandatangani dengan meterai cukup
yang merupakan serangkaian LHKASN.

APIP menyampaikan laporan hasil pemantauan LHKASN
pada akhir tahun kepada Walikota dengan memberikan
tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN

Pasal 5

Jangka waktu penyampaian LHKASN yaitu :

a.

(2)

paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dalam jabatan, mutasi;
atau

1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna
tugas.

BAB VI
SANKSI

Pasal 6

Pegawai ASN yang wajib LHKASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tidak memenuhi kewajibannya, maka akan
diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain pengenaan sanksi administratif yang dimaksud pada
ayat (1), apabila yang bersangkutan tidak memenuhi
kewajiban penyampaian LHKASN akan dilakukan
peninjauan kembali pengangkatan wajib LHKASN dalam
jabatan struktural/fungsional.

Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diberikan pula kepada Pejabat di lingkungan
APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan
Aparatur Sipil Negara.



Diundangkan di

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Biaya yang diperlukan bagi kegiatan APIP dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

(1) Untuk tahap pertama LHKASN wajib disampaikan oleh
pejabat eselon III dan eselon IV.

(2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
pertama kali wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak Peraturan Walikota diundangkan.

(3) Seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN paling
lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan
Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2022

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 34




